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I PENDAHULUAN

Pembaruan sistem peradilan merupakan bagian dari agenda pembangunan hukum nasional yang
diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat (Kumar et al., 2025; Ali et al., 2025).
Dalam negara hukum, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi
juga sebagai instrumen utama dalam menjamin akses keadilan yang setara dan tidak diskriminatif
(Aguirre, 2023). Namun, efektivitas pembaruan peradilan tidak semata ditentukan oleh aspek normatif
dan kelembagaan, melainkan oleh politik hukum yang membentuk arah, prioritas, dan desain kebijakan
peradilan (Husain et al., 2024) dan (Kryvytskyi, 2024). Dengan demikian, persoalan utama dalam
pembaruan sistem peradilan tidak terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada bagaimana politik
hukum menerjemahkan tujuan keadilan ke dalam kebijakan yang operasional dan dapat diakses oleh
masyarakat.

Dalam praktiknya, reformasi peradilan telah dilakukan melalui perubahan regulasi, restrukturisasi
kelembagaan, serta digitalisasi layanan peradilan (Iristian, 2024). Meskipun demikian, masyarakat

masih menghadapi hambatan struktural seperti biaya perkara yang tinggi, prosedur yang kompleks, dan
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keterbatasan bantuan hukum (Manu, 2026) dan (Putu et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa
terdapat kegagalan pada level implementasi kebijakan (implementation gap), di mana tujuan akses
keadilan tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini memperlihatkan bahwa pembaruan sistem

peradilan cenderung berhenti pada level formal dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif

keadilan (Sitompul, 2023).

Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan reformasi peradilan dalam kerangka efisiensi
kelembagaan, modernisasi administrasi, dan penguatan independensi peradilan (Ramos-maqueda &
Chen, 2025) dan (Amjad, 2026). Namun, kajian tersebut masih minim menyoroti bagaimana politik
hukum menentukan arah prioritas reformasi, termasuk kepentingan yang lebih dominan dalam proses
pembentukan kebijakan (Burton et al., 2025) dan (Song et al., 2026). Akibatnya, reformasi peradilan
sering dipahami sebagai proses teknis, bukan sebagai arena pertarungan kepentingan yang menentukan
siapa yang diuntungkan dalam desain kebijakan hukum. Dalam perspektif teoretis, pembaruan sistem
peradilan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan politik hukum yang membentuknya (Eli et
al., 2025). Sistem hukum sendiri dipengaruhi oleh relasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum
yang saling berinteraksi (Putra & Linda, 2022). Politik hukum dalam konteks ini menentukan bagaimana
negara mengarahkan penggunaan kekuasaan untuk membentuk sistem peradilan (Mochtar, 2022) dan
(Masse, 2022). Namun, tanpa analisis kritis terhadap politik hukum, reformasi peradilan berisiko
menjadi formalistik dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat pencari keadilan. Konsep
akses keadilan sendiri tidak hanya dimaknai sebagai akses formal ke pengadilan, tetapi juga sebagai
kemampuan memperoleh perlakuan hukum yang adil dan efektif (Casalicchio et al., 2022) dan
(Suksompong, 2025). Namun dalam praktiknya, reformasi peradilan masih cenderung menitikberatkan
pada efisiensi prosedural dibandingkan keadilan substantif (Sovacool et al., 2023) dan (Pol et al., 2022).
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari keadilan substantif menuju efisiensi

institusional.

Berdasarkan kajian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami
hubungan antara politik hukum dan akses keadilan (Sargeant, 2026) dan (Boccard & Goetz, 2026).
Penelitian yang secara eksplisit menggunakan politik hukum sebagai kerangka analisis reformasi
peradilan masih terbatas (Xie et al., 2026) dan (Boettcher et al., 2023). Padahal, politik hukum memiliki
peran strategis dalam menentukan arah dan keberpihakan kebijakan peradilan (Innovation, 2025),
(Senghor, 2025) dan (Molica & Pontikakis, 2025). Kesenjangan utama dalam literatur ini terletak pada
belum terungkapnya secara jelas bagaimana kebijakan reformasi peradilan membentuk bias terhadap
akses keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik
hukum pembaruan sistem peradilan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, dengan fokus
pada bagaimana arah kebijakan dibentuk dan mengapa efektivitasnya dalam menjamin akses keadilan
masih terbatas. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana politik hukum diterjemahkan dalam praktik

reformasi peradilan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.
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Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan politik hukum sebagai pisau analisis utama dalam
mengkaji pembaruan sistem peradilan dan jaminan akses keadilan. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif, penelitian ini tidak
hanya mengintegrasikan dimensi kebijakan, kekuasaan, dan kepentingan politik dalam reformasi
peradilan, tetapi juga menggunakannya untuk menelaah bagaimana arah kebijakan peradilan dibentuk
serta implikasinya terhadap akses keadilan. Akses keadilan ditempatkan sebagai indikator utama dalam
menilai keberhasilan pembaruan sistem peradilan, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi
regulasi, melainkan menilai keberpihakan kebijakan terhadap keadilan substantif. Pendekatan ini
memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap substansi reformasi peradilan. Dengan demikian,
penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dan kritis dibandingkan dengan penelitian
terdahulu, serta memperkaya diskursus akademik di bidang hukum dan peradilan. Secara teoritis,
penelitian ini memperkuat kajian politik hukum dalam konteks reformasi peradilan dan akses keadilan.
Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi perumus kebijakan untuk mengarahkan
reformasi peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini
memiliki signifikansi sosial dalam mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan

berkeadilan.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan karakteristik analitis-deskriptif yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam politik hukum pembaruan sistem peradilan dalam
menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mengkaji norma hukum, kebijakan, dan konsep secara sistematis serta menghubungkannya dengan
tujuan pembaruan peradilan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis isi dan substansi kebijakan
reformasi peradilan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Dengan desain ini, penelitian mampu
menggambarkan secara utuh arah dan implikasi politik hukum dalam sistem peradilan. Desain analitis-
deskriptif dinilai tepat untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dan pemenuhan akses
keadilan. Gambar 1 menyajikan kerangka penelitian yang menggambarkan alur konseptual dan

metodologis dalam menganalisis politik hukum pembaruan sistem peradilan.
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai
norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji
pembaruan sistem peradilan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan
doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menilai
konsistensi, rasionalitas, dan arah kebijakan reformasi peradilan dari perspektif politik hukum.

Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana hukum dirancang sebagai instrumen negara
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dalam menjamin akses keadilan. Dengan demikian, fokus penelitian tetap berada pada kajian normatif

yang mendalam dan sistematis.

PENDEKATAN PENELITIAN
Kualitatif Analitis-Deskriptif

v

FOKUS KAJIAN
Norma Hukum - Kebijakan - Konsep

v

METODE ANALISIS
Analisis Isi & Substansi Kebijakan

POLITIKJHUKUM
(Kebijakan - Kekuasaan - Kepentingan)

I
v

FORMULASI KEBIJAKAN PERADILAN

|
v

ORIENTASI KEBIJAKAN
Efisiensi - Modernisasi - Keadilan Substantif

|
v

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

|
v

DAMPAK AKSES KEADILAN
Formal - Substantif - Kesenjangan

|
v

EVALUASI POLITIK HUKUM

Gambar 1. Kerangka Penelitian Politik Hukum Pembaruan Sistem Peradilan dalam Menjamin Akses
Keadilan

C. Pendekatan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan
pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan bagi masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji konsep politik hukum, pembaruan peradilan, dan akses keadilan sebagai
landasan analisis. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami tidak hanya teks
hukum, tetapi juga gagasan dan nilai yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan peradilan.

Pendekatan ini mendukung analisis yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata bersifat tekstual.
D. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem
peradilan dan kebijakan pembaruannya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal

ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas politik hukum, reformasi peradilan, serta akses keadilan.
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Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh

bahan hukum tersebut dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.
E.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan
perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan politik hukum
pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis
dengan mengelompokkan seluruh bahan hukum berdasarkan relevansi tematik terhadap fokus
penelitian. Penelitian ini menempatkan wawancara sebagai data pendukung sekunder (supporting
confirmatory data) yang tidak berfungsi sebagai sumber utama pembentukan temuan, melainkan hanya
digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi hasil analisis dokumen hukum melalui proses triangulasi
interpretatif. Dengan demikian, seluruh konstruksi temuan tetap bertumpu pada analisis 12 dokumen
hukum sebagai sumber data utama penelitian. Wawancara dengan Prof. Dr. Mahfud MD (2024), Prof.
Dr. Jimly Asshiddigie (2024), dan Dr. Artidjo Alkostar (2023) digunakan secara terbatas untuk menguji
konsistensi interpretasi terhadap hasil analisis isi dokumen hukum, khususnya dalam membaca arah dan
kecenderungan politik hukum pembaruan sistem peradilan. Seluruh bahan hukum dipilih secara
purposive berdasarkan relevansi substantif, tingkat keberlakuan, serta keterkaitannya dengan isu akses

keadilan dalam pembaruan sistem peradilan.
F. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kebijakan, regulasi, dan dokumen resmi yang berkaitan
dengan pembaruan sistem peradilan serta penjaminan akses keadilan bagi masyarakat. Sampel
penelitian ditentukan secara purposif sebanyak 12 dokumen hukum utama yang terdiri atas 6 peraturan
perundang-undangan, 4 kebijakan atau dokumen kelembagaan peradilan, dan 2 dokumen pendukung
resmi yang relevan dengan reformasi sistem peradilan. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria
relevansi substansi, tingkat keberlakuan, dan keterkaitannya dengan isu akses keadilan. Seluruh
dokumen tersebut secara kolektif merepresentasikan arah politik hukum pembaruan sistem peradilan.
Dengan jumlah sampel tersebut, penelitian ini memiliki dasar analisis yang memadai untuk menelaah

politik hukum pembaruan sistem peradilan secara sistematis dan terarah.
G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative content analysis yang
bersifat sistematis, interpretatif, dan dikonstruksi dalam kerangka evaluasi politik hukum. Kerangka
evaluasi ini digunakan untuk menilai arah kebijakan pembaruan sistem peradilan berdasarkan tiga
dimensi utama, yaitu orientasi kebijakan, keberpihakan terhadap akses keadilan, serta konsistensi antara
tujuan normatif dan implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada 12 dokumen hukum yang telah
ditetapkan sebagai sampel penelitian. Proses analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif

untuk mengungkap pola dominan, kecenderungan, serta potensi bias dalam politik hukum pembaruan
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sistem peradilan. Tahap awal dilakukan reduksi data, yaitu pemilahan bagian-bagian penting dari 12
dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan.
Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada substansi kebijakan yang relevan dengan tujuan
penelitian. Tahap berikutnya adalah open coding, yaitu pemberian kode pada unit-unit makna dalam
dokumen hukum untuk mengidentifikasi pola kebijakan seperti orientasi modernisasi administrasi,
efisiensi kelembagaan, digitalisasi sistem peradilan, serta penguatan akses keadilan substantif.
Selanjutnya dilakukan pengelompokan tematik (axial categorization) ke dalam tiga kategori utama
politik hukum, yaitu orientasi teknokratis-administratif, orientasi kelembagaan-institusional, dan
orientasi keadilan substantif. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar untuk membaca

kecenderungan arah politik hukum dalam setiap dokumen.

Tahap berikutnya adalah analisis komparatif antardokumen yang bertujuan untuk melihat konsistensi,
perbedaan, serta pergeseran arah kebijakan dalam pembaruan sistem peradilan. Analisis ini juga
digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat dominasi orientasi tertentu dalam kebijakan yang
dianalisis. Tahap akhir adalah interpretasi politik hukum berbasis kerangka evaluasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan konseptual untuk menilai: (1)
pola dominan politik hukum, (2) arah prioritas reformasi peradilan, dan (3) tingkat keberpihakan
kebijakan terhadap akses keadilan serta potensi bias dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian,
analisis dalam penelitian ini tidak hanya membaca isi dokumen secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi
bagaimana struktur kepentingan, logika kebijakan, dan orientasi politik hukum membentuk arah

pembaruan sistem peradilan dalam kerangka akses keadilan.
H. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada politik hukum pembaruan sistem peradilan dalam konteks
penjaminan akses keadilan bagi masyarakat. Penelitian dibatasi pada kajian normatif terhadap regulasi
dan kebijakan peradilan, tanpa membahas aspek teknis pelaksanaan perkara secara rinci. Batasan ini
ditetapkan agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar ke isu di luar fokus penelitian. Penelitian
juga tidak membandingkan sistem peradilan antarnegara, melainkan berfokus pada konteks sistem
hukum nasional. Dengan batasan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang

mendalam dan relevan.
1. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian akademik. Seluruh
proses pengumpulan dan penggunaan data dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan transparan.
Dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, peneliti memastikan adanya persetujuan dari
informan serta menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang disampaikan. Data yang diperoleh
digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak disalahgunakan di luar tujuan penelitian.

Selain itu, peneliti menjaga objektivitas analisis dan menghindari konflik kepentingan dalam
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menafsirkan hasil penelitian. Dengan penerapan etika penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan

memiliki integritas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Analisis terhadap 12 dokumen hukum dilakukan berdasarkan teknik qualitative content analysis dengan
tahapan coding dan kategorisasi sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian. Berdasarkan
Tabel 1, bahan hukum primer menempati posisi sentral karena memuat norma, kebijakan, dan regulasi
yang secara langsung mencerminkan arah politik hukum pembaruan sistem peradilan. Namun, dari hasil
analisis terhadap 12 dokumen hukum yang dikaji, ditemukan bahwa dominasi bahan hukum primer tidak
hanya menunjukkan struktur normatif, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan orientasi kebijakan
yang bersifat teknokratis dalam pembaruan sistem peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian
besar regulasi dan kebijakan peradilan lebih berfokus pada peningkatan efisiensi kelembagaan,
digitalisasi layanan, dan modernisasi administrasi peradilan dibandingkan dengan penguatan akses
keadilan substantif bagi masyarakat. Keberadaan bahan hukum ini memungkinkan peneliti menelaah
bagaimana negara merumuskan kebijakan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat
melalui perangkat peraturan yang berlaku. Akan tetapi, penelusuran substansi menunjukkan bahwa
akses keadilan lebih banyak diposisikan sebagai tujuan normatif daripada sebagai mekanisme
operasional dalam implementasi kebijakan.

Tabel 1. Klasifikasi Sumber dan Bahan Hukum dalam Penelitian

Komponen . . -
Analisis Ruang Lingkup Contoh Data Fungsi dalam Analisis
Unit 12 dokumen hukum Undang-updang, .re.gu1a51 Menjadi objgk utgma gnallsls
.. . MA/Komisi Yudisial, untuk mengidentifikasi arah
Analisis terkait pembaruan .. . . iy
. . kebijakan reformasi peradilan, | politik hukum pembaruan
Utama sistem peradilan . .
dokumen kelembagaan sistem peradilan
. Prof. Dr. Mahfud MD (2024), | Memvalidasi dan menguji
Data Wawancara ahli . iy . A .
Pendukun sebacai validasi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie konsistensi hasil interpretasi
(Triangul ags i) | inte gre tatif (2024), Dr. Artidjo Alkostar analisis dokumen (bukan
& P (2023) sumber utama temuan)
Qualitative content | Reduksi data, open coding, Menjadi alat analisis untuk
Kerangka analysis berbasis axial categorization, analisis membaca pola, kecenderungan,
Analisis evaluasi politik komparatif, interpretasi politik | dan bias kebijakan dalam 12
hukum hukum dokumen hukum

Penggunaan klasifikasi bahan hukum sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 juga berkontribusi pada
keterlacakan dan akuntabilitas proses penelitian. Namun, analisis terhadap keseluruhan dokumen
menunjukkan bahwa keterlacakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keselarasan substansi
kebijakan, terutama dalam hal implementasi akses keadilan yang masih bersifat deklaratif. Dengan
demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara struktur normatif dalam dokumen hukum dengan
realisasi tujuan substantif berupa akses keadilan dalam praktik pembaruan sistem peradilan. Dengan
pengelompokan yang jelas, setiap temuan dan argumen yang dibangun dapat ditelusuri kembali pada

jenis sumber hukum yang digunakan, sehingga memperkuat validitas analisis yang dihasilkan.
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Penetapan populasi dan sampel penelitian merupakan bagian metodologis yang menentukan ketepatan
fokus kajian dalam penelitian hukum normatif. Hasil analisis terhadap 12 dokumen hukum
menunjukkan bahwa meskipun sampel telah mencerminkan representasi kebijakan peradilan, terdapat
kecenderungan bahwa sebagian besar dokumen berorientasi pada reformasi struktural daripada
reformasi substantif yang berfokus pada akses keadilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembaruan
sistem peradilan masih didominasi oleh pendekatan institusional yang menekankan perbaikan struktur
dan prosedur, bukan transformasi akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Kejelasan mengenai
ruang lingkup objek penelitian membantu peneliti membangun batas analisis yang tegas sehingga
pembahasan tetap relevan dengan isu politik hukum pembaruan sistem peradilan.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Kategori Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
Seluruh kebijakan, regulasi, dan
Populasi | dokumen resmi terkait pembaruan
Penelitian | sistem peradilan dan penjaminan
akses keadilan

- Menjadi cakupan umum penelitian

Dipilih secara purposif berdasarkan

Sampel Peraturan perundang-undangan 6 dokumen relevansi substansi, tingkat
Penelitian P £ & keberlakuan, dan keterkaitannya
dengan isu akses keadilan

Sampel Kebijakan atau dokumen Mewakili arah kebijakan

.. . 4 dokumen . .
Penelitian | kelembagaan peradilan pembaruan sistem peradilan
Sampfel. Dokumen pendukung resmi 2 dokumen Mendukung gnahsls reformasi
Penelitian sistem peradilan
Total Dokumen hukum utama 12 dokumen Merepresentasikan grah politik '
Sampel hukum pembaruan sistem peradilan

Struktur populasi dan sampel yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan upaya sistematis dalam
merepresentasikan keragaman dokumen hukum yang berperan dalam pembaruan sistem peradilan.
Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun distribusi sampel sudah proporsional, arah
kebijakan dalam dokumen tersebut masih menunjukkan dominasi pendekatan administratif dan belum
sepenuhnya mengintegrasikan perspektif akses keadilan sebagai indikator utama reformasi. Hal ini
memperkuat temuan sebelumnya bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan belum sepenuhnya
berorientasi pada keadilan substantif, melainkan masih berada dalam kerangka efisiensi dan modernisasi
kelembagaan. Dengan demikian, struktur sampel ini tidak hanya berfungsi metodologis, tetapi juga
mengungkap kecenderungan politik hukum dalam sistem peradilan. Gambar 2 menggambarkan
komposisi dan proporsi dokumen hukum yang digunakan sebagai sampel penelitian dalam kajian politik
hukum pembaruan sistem peradilan. Visualisasi ini menunjukkan pembagian dokumen ke dalam tiga
kategori utama, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan atau dokumen kelembagaan peradilan,
serta dokumen pendukung resmi. Melalui penyajian ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman awal
mengenai struktur sampel penelitian yang menjadi dasar analisis normatif dalam menelaah arah dan

implikasi pembaruan sistem peradilan terhadap penjaminan akses keadilan bagi masyarakat.
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Gambar 2. Distribusi Dokumen Hukum sebagai Sampel Penelitian

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan memiliki peran
sentral dalam membentuk arah kebijakan yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat.
Temuan mengindikasikan bahwa pembaruan regulasi dan kebijakan peradilan tidak hanya berorientasi
pada modernisasi kelembagaan, tetapi juga pada upaya memperluas keterjangkauan dan keadilan
substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan
pembaruan sistem peradilan tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum yang melatarbelakangi
perumusan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan
menegaskan bahwa akses keadilan merupakan produk dari pilihan politik hukum yang diwujudkan
melalui regulasi dan kebijakan peradilan. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa politik
hukum dalam pembaruan sistem peradilan mengalami kegagalan pada tingkat desain kebijakan (policy
design failure), karena orientasi reformasi lebih kuat diarahkan pada modernisasi administratif dan
digitalisasi layanan dibandingkan dengan penguatan akses keadilan substantif bagi masyarakat.
Kegagalan ini terlihat dari tidak terintegrasinya secara konsisten prinsip access to justice ke dalam

indikator operasional kebijakan reformasi peradilan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang
menekankan pentingnya reformasi regulasi dan kelembagaan sebagai prasyarat peningkatan kinerja
peradilan (Joviani et al., 2025) dan (Rahman & Hossain, 2025). Namun, penelitian ini memberikan
penekanan yang lebih kuat pada aspek politik hukum sebagai faktor penentu arah dan prioritas
pembaruan sistem peradilan. Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menyoroti
efisiensi administratif dan independensi lembaga peradilan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa dinamika politik hukum turut memengaruhi sejauh mana reformasi peradilan benar-benar

berorientasi pada kepentingan masyarakat (Saari et al., 2022). Dalam konteks ini, ditemukan bahwa
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kepentingan dominan dalam pembentukan kebijakan peradilan lebih banyak didorong oleh agenda
institusional negara dan kebutuhan efisiensi birokrasi peradilan, dibandingkan dengan kepentingan
masyarakat pencari keadilan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan negara (state-centric
orientation) dalam desain kebijakan reformasi peradilan yang menyebabkan akses keadilan tidak
menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka analisis reformasi
peradilan dengan memasukkan dimensi politik hukum secara lebih eksplisit. Kontribusi ini memperkaya

diskursus akademik mengenai hubungan antara pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan bahwa beberapa kebijakan pembaruan sistem
peradilan lebih menekankan aspek normatif dan prosedural dibandingkan dengan dampak langsung
terhadap akses keadilan. Temuan ini dapat dipandang sebagai hasil yang relatif tidak sepenuhnya sejalan
dengan ekspektasi awal yang mengasumsikan bahwa setiap pembaruan regulasi secara otomatis
meningkatkan akses keadilan. Kondisi tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terbentuk
melalui mekanisme kebijakan yang bersifat fop-down, di mana perumusan kebijakan didominasi oleh
aktor institusional seperti lembaga peradilan dan pembentuk regulasi tanpa keterlibatan substantif dari
kelompok masyarakat pencari keadilan. Proses ini menghasilkan bias kebijakan (policy bias) yang
cenderung mengutamakan aspek kemudahan administratif dan modernisasi sistem dibandingkan dengan
pemerataan akses keadilan. Faktor institusional dan kepentingan politik tertentu turut memengaruhi
implementasi kebijakan peradilan di lapangan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa

pembaruan sistem peradilan memerlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Dari sisi implikasi teoretis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya politik hukum sebagai kerangka
analisis dalam memahami pembaruan sistem peradilan. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa
hukum tidak berdiri netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan, nilai, dan orientasi politik tertentu.
Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi perumus kebijakan untuk lebih
mempertimbangkan dimensi akses keadilan dalam setiap agenda reformasi peradilan. Kebijakan
pembaruan sistem peradilan idealnya tidak hanya berfokus pada perubahan normatif, tetapi juga harus
memastikan adanya mekanisme evaluasi berbasis dampak (impact-based evaluation) terhadap akses
keadilan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Fokus penelitian yang bersifat normatif membatasi analisis pada regulasi dan kebijakan tertulis tanpa
menggali secara mendalam praktik implementasi di lapangan. Selain itu, jumlah dan jenis dokumen
hukum yang dianalisis, meskipun telah dipilih secara purposif, tetap memiliki keterbatasan dalam

merepresentasikan seluruh dinamika pembaruan sistem peradilan.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai implementasi pembaruan sistem peradilan. Penelitian lanjutan juga dapat
memperluas objek kajian dengan melibatkan perspektif masyarakat pencari keadilan sebagai subjek

utama akses keadilan. Selain itu, kajian komparatif antarperiode kebijakan atau antarlembaga peradilan
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dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik hukum reformasi

peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan memiliki peran yang
sangat menentukan dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembaruan regulasi dan kebijakan peradilan tidak semata-mata bersifat teknis atau
administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik hukum yang memengaruhi orientasi dan prioritas
sistem peradilan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi peradilan sangat bergantung
pada sejauh mana kebijakan hukum dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara politik hukum pembaruan

sistem peradilan dan akses keadilan telah tercapai secara konseptual dan normatif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum dengan
menempatkan pembaruan sistem peradilan sebagai arena interaksi antara norma hukum dan kepentingan
kebijakan publik. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan
dibentuk oleh konteks politik yang memengaruhi arah reformasi peradilan. Dari sisi praktis, hasil
penelitian memberikan implikasi bagi perumus kebijakan untuk lebih menekankan aspek akses keadilan
dalam setiap agenda pembaruan sistem peradilan. Kebijakan reformasi peradilan diharapkan tidak hanya
berorientasi pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan kebijakan peradilan

yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena
pendekatan yang digunakan bersifat normatif sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika
implementasi kebijakan di lapangan. Analisis yang berfokus pada dokumen hukum dan kebijakan
tertulis juga membatasi pemahaman terhadap pengalaman langsung masyarakat dalam mengakses
keadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan
normatif dengan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian
lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan aktor peradilan dan masyarakat pencari
keadilan secara langsung. Dengan pengembangan tersebut, kajian mengenai politik hukum pembaruan
sistem peradilan diharapkan semakin memperkaya diskursus akademik dan praktik kebijakan di masa

depan.
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